
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang­
Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Mengingat

a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan pada
Perangkat Daerab di Lingkungan Pemerintah Kota
Banjarmasin, Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin perlu
dilakukan penyesuaian;

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas
Peraturan Wall Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin;

Menimbang

WALl KOTABANJARMASIN,

DENGANRAHMATTUHAN YANGMAHA ESA

PERUBAHANATASPERATURANWALl KOTABANJARMASIN
NOMOR 103TAHUN 2021 TENTANGKEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTATATA KERJA
PERANGKATDAERAH KOTABANJARMASIN

TENTANG

PERATURANWALl KOTABANJARMASIN
NOMOR)1 TAHUN 2023

WALl KOTABANJARMASIN
PROVINSIKALIMANTANSELATAN



dengan Undang-U dang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan eraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No or 2 Tahun 2022 tentang Cipta
KeIja menjadi Und g-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesi Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembar n Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);

4. Undang-Undang N mor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pem rintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) seba 'mana telah diubah beberapa
kali terakhir deng Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 te tang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengga ti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentan Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68 8);

5. Undang-Undang N mor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuang Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daer (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara R publik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerin Nomor 18Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 016 Nomor 114), Tambahan
Lembaran Negara R publik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana tel diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomo 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Pe aturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentan Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik In onesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerin Nomor 11Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegaw . Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesi Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) seba aimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerin Nomor 17Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Pe aturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambah n Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 64 7);

8. Peraturan Pemerin I Nomor17Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lemba n Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan LembaranNegara
Republik Indonesia omor 6206) sebagaimana telah
diubah dengan Pe turan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2022 tentan Forum KoordinasiPimpinan di
Daerah (LembaranN gara RepublikIndonesiaTahun
2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia omor 6770);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 194);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang KIasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 283);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
ten tang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 ten tang Sistem Kerja
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 181);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 546);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 63);



Dalam Peraturan WaHKota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah WaHKota
Banjarmasin.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin yang

merupakan unsur star.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

9. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

10. Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

11. Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

12. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian
wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPrD
adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dari/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103) diubah sebagai berikut:

Pasal I

PERATURANWALl KOTATENTANGPERUBAHANATAS
PERATURANWALl KOTA BANJARMASINNOMOR 103
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI,TUGASDANFUNGSI, SERTATATAKERJA
PERANGKATDAERAHKOTABANJARMASIN.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:



(2)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri atas:

a. Bagian Pemerintahan terdiri atas:

1. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;

2. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan

3. Sub Bagian Kerja Sarna dan Otonomi Daerah.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:

1. Sub Bagian Bina Mental Spiritual;

2. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan

3. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

c. Bagian Hukum terdiri atas:

1. Sub Bagian Perundang-undangan;

2. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan

3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

(1)Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
d. Jabatan Fungsional.

Pasal4

2. Ketentuan Pasal4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

14.Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat.

15.Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan
teknis tertentu dalarn rangka mendukung pelaksanaan tugas
organisasi induknya.

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterarnpilan tertentu.

17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMDadalah
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Daerah.

18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah
atau unit kerja pada satuan kerja Perangkat Daerah dalarn
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian
dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.



(1)Susunan organisasi 8adan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan
Aset Daerah terdiri atas:
a. Sekretariat;
b. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
c. Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah;
d. Bidang Anggaran;
e. Bidang Perbendaharaan;
f. Bidang Akuntansi;
g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Pasal48

3. Ketentuan Pasal48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas:
a. 8agian Umum terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Sub 8agian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

b. Bagian Organisasi terdiri atas:

1. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

2. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan

3. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas:

1. Sub Bagian Protokol;

2. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan

3. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.

(3)Asisten Perekonornian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurufb terdiri atas:
a. 8agian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas:

1. Sub Bagian Pembinaan BUMDdan BLUD;

2. Sub Bagian Perekonomian; dan

3. Sub Bagian Sumber Daya Alam.

b. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas:

1. Sub Bagian Penyusunan Program;

2. Sub Bagian Pengendalian Program; dan

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

c. 8agian Pengadaan Barang dan Jasa.



(9)Bagan struktur organisasi Badan PengelolaanKeuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan WaliKotaini.

(8)Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf g terdiri atas:
a. Sub BidangPerencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah;
b. Sub BidangPenatausahaan Barang MilikDaerah; dan
c. Sub Bidang Pemanfaatan, Penilaian, Penghapusan Barang Milik

Daerah.

(7)BidangAkuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf f terdiri
atas:
a. Sub BidangPenerimaan dan Pengeluaran Daerah;
b. Sub BidangRekonsiliasidan Evaluasi; dan
c. Sub BidangPenyusunan Laporan.

(6)BidangPerbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf e
terdiri atas:
a. Sub BidangPengelolaanKas;
b. Sub BidangPenatausahaan; dan
c. Sub BidangPengelolaanBelanja Pegawaidan Rekonsiliasi.

(5)BidangAnggaransebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d terdiri
atas:
a. Sub BidangPerencanaan Anggaran;
b. Sub BidangPenyusunan RegulasiTeknis; dan
c. Sub BidangEvaluasiAnggarandan PembiayaanDaerah.

(4)Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf c terdiri atas:
a. Sub BidangPenagihan dan PengawasanPajak Daerah I;
b. Sub BidangPenagihan dan PengawasanPajak Daerah II; dan
c. Sub BidangPenagihan dan PengawasanPajak Daerah III.

(3)Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri atas:
a. Sub BidangPendataan dan Penetapan Pajak Daerah I;
b. Sub BidangPendataan dan Penetapan Pajak Daerah II;dan
c. Sub BidangPendataan dan Penetapan Pajak Daerah III.

(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri atas:
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub BagianKeuangan;dan
c. Sub BagianUmumdan Kepegawaian.

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
i. Jabatan Fungsional.



BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR =' 1

IKHSAN BUDIMAN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal ~7 - 1· r ( r- "Jc: JU~c._,..J

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

WALl KOTA BANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Juli 2023

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Banjarmasin.

Pasal II
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WAI.I KOTA BANJARM/\sIN.
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OAERAH III P.~AI( OA£RAH III f>Io:~mL\'MII D.~ REI(ONSlIJASI LAPORAN IlhRANG~nul(
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l)h',RIIH
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BAOAN STRU"'TUR OROANISASI IlAOAN I'ENOELOLAAN KEUANOAN, PENDAPATAN DAN ASIIT DAERAH
I(OTA BA,'l;JARMASIN

lAM 1'1RAN II
PERATVRA.'i'}VALI .. OTA ElANJI\RMASIN
NOMOR ~ tAHUN 2023
TENTANO
PERU BAHAN ATAS I'ERATVRAN WAU KOTA
BANJARMASIN NOM OR 103 TAliUN 2021
TENTANO I(£I)UOUKAN, SUSUNAN OROANISASI,
TUOAS DAN ~1JNOSI SERrA TATA KERJA
PERANOI\AT DAERAII I(OTA BANJARMASIN


